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 Penghapusan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal I Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengubah batas pemidanaan dalam 
sejumlah undang-undang di luar KUHP. Penelitian ini membahas 
pengaturan perubahan tersebut dan manfaat hukumnya bagi terdakwa 
dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. 
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui 
studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan ancaman 
penjara dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digunakan 
sebagai contoh pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim 
memperoleh kewenangan lebih luas untuk menentukan lamanya pidana, 
sementara terdakwa memiliki kemungkinan dijatuhi pidana di bawah batas 
minimum yang dahulu berlaku. Kesempatan tersebut bukan hak untuk 
selalu memperoleh hukuman lebih ringan. Kepentingan korban tetap harus 
dipertimbangkan melalui akibat tindak pidana dan pedoman pemidanaan 
dalam KUHP. Dengan demikian, perubahan ancaman pidana belum dapat 
disamakan dengan perubahan hasil putusan pengadilan. 
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PENDAHULUAN 

Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus ancaman 
pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP dengan pengecualian tertentu. Ketentuan 
tersebut berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Sebelumnya, 
hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh undang-
undang, meskipun keadaan setiap perkara tidak selalu sama. Setelah batas itu dihapus, hakim 
mempunyai pilihan yang lebih luas dalam menentukan lamanya pidana. Perubahan tersebut berkaitan 
langsung dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP yang antara lain menempatkan 
perlindungan masyarakat sebagai pertimbangan. Persoalannya, bertambahnya pilihan bagi hakim belum 
tentu memberikan keuntungan yang sama bagi terdakwa maupun korban. Ukuran berat pidana tetap 
perlu dijelaskan berdasarkan kesalahan pelaku dan akibat tindak pidana. 

Penghapusan minimum khusus tidak berlaku terhadap semua tindak pidana. Pasal I ayat (2) UU 
Penyesuaian Pidana tetap mengecualikan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, 
korupsi, dan pencucian uang. Di luar pengecualian itu, perubahan dapat ditemukan pada Pasal 98 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Sebelum penyesuaian, pasal tersebut memuat pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 
sepuluh tahun. Lampiran I UU Nomor 1 Tahun 2026 mempertahankan ancaman maksimum sepuluh 
tahun, tetapi tidak lagi mencantumkan minimum khusus. Hakim dengan demikian dapat 
mempertimbangkan pidana yang lebih rendah daripada tiga tahun sesuai aturan yang berlaku. Pada saat 
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yang sama, perbuatan yang diatur masih dapat menimbulkan kerugian lingkungan yang luas. Perbedaan 
dua kepentingan tersebut menjadi persoalan penelitian. 

Ancaman minimum khusus selama ini dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan pidana yang 
dianggap terlalu ringan. Akan tetapi, batas yang sama dapat berlaku bagi pelaku dengan kesalahan dan 
akibat perbuatan yang berbeda. Hakim lalu memiliki ruang terbatas untuk mempertimbangkan keadaan 
yang meringankan. Dalam penerapan pidana wajib, pembatasan tersebut juga dapat memindahkan 
perbedaan perlakuan ke tahap lain dalam proses pidana, bukan benar-benar menghilangkannya (Tonry, 
1992, 2009). Karena itu, penghapusan batas minimum tidak perlu dianggap sebagai pilihan yang selalu 
lebih adil. Pembentuk undang-undang tetap dapat mempertahankannya untuk tindak pidana tertentu. 
Yang harus diperiksa ialah alasan mengapa suatu delik masih memerlukan batas tersebut, sedangkan 
delik lain tidak lagi menggunakannya. 

Perkara narkotika sebelum tahun 2026 memberi gambaran mengenai kesulitan penerapan 
ancaman minimum khusus. Perbedaan pidana dalam perkara narkotika pernah ditemukan dalam kajian 
terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Romdoni & Fitriasih, 2022). Persoalan hakim yang 
menjatuhkan pidana di bawah batas minimum juga telah dibahas dalam penelitian putusan lain (Fitri & 
Rustamaji, 2021). Masalah serupa muncul dalam pembahasan pemidanaan terhadap pelaku narkotika 
(Annisa & Septiningsih, 2024). Kajian-kajian tersebut menggambarkan keadaan sebelum perubahan, 
bukan hasil penerapan aturan tahun 2026. Apalagi, sejumlah ketentuan narkotika turut disesuaikan. 
Oleh karena itu, penilaian terhadap hukum yang berlaku sekarang harus dimulai dari rumusan pasal 
yang telah berubah. 

Kerugian akibat tindak pidana tidak berhenti pada kepentingan terdakwa. Pencemaran 
lingkungan, misalnya, dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dalam waktu panjang. Keadaan 
tersebut perlu diperhatikan meskipun hakim tidak lagi terikat pada minimum penjara. Hak korban untuk 
didengar dalam proses pemidanaan mempunyai hubungan dengan perlindungan terdakwa, sehingga 
keduanya harus ditempatkan secara seimbang (Doak et al., 2009). Keterlibatan korban juga tidak selalu 
berarti keinginan agar hukuman diperberat. Ada korban yang lebih mengutamakan pengakuan atas 
kerugiannya atau kesempatan menyampaikan akibat perbuatan (Roberts, 2009). Oleh karena itu, korban 
tidak menentukan lamanya pidana, tetapi pengadilan tidak boleh mengabaikan akibat yang dialaminya 
ketika memilih hukuman yang lebih rendah. 

Risiko perbedaan pidana menjadi lebih terbuka ketika batas minimum khusus dihapus. Penelitian 
tentang pemidanaan memperlihatkan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh aturan yang tersedia 
dan keadaan perkara (Ulmer, 2012). Pedoman pemidanaan juga tidak selalu menghilangkan perbedaan 
hasil antarputusan (Painter-Davis & Ulmer, 2020). Di sisi lain, keseragaman mutlak bukan syarat untuk 
menghasilkan putusan yang konsisten. Pertimbangan individual masih dapat dipertahankan selama 
dasar penilaiannya jelas (Cheng & Chan, 2026). Temuan dari negara lain itu tidak membuktikan bahwa 
disparitas di Indonesia meningkat sejak Januari 2026. Persoalan yang layak diteliti secara normatif ialah 
apakah pedoman dalam KUHP sudah memberikan dasar yang cukup ketika hakim tidak lagi 
menghadapi batas minimum yang sama. 

Alasan penghapusan pidana minimum khusus dan perluasan kewenangan hakim sudah dibahas 
dalam penelitian mengenai Pasal I UU Penyesuaian Pidana (Handoko et al., 2026). Kajian tentang 
putusan narkotika di bawah minimum juga telah tersedia sebelum undang-undang baru berlaku 
(Setyawan & Budyatmojo, 2019). Namun, penjelasan mengenai tujuan perubahan belum menjawab 
siapa yang memperoleh manfaat hukumnya. Terdakwa memang memiliki kemungkinan dijatuhi pidana 
di bawah batas lama, tetapi peluang tersebut tidak menjamin hukuman yang lebih ringan. Kepentingan 
korban pun tidak otomatis terlindungi hanya karena KUHP mencantumkan pedoman pemidanaan. 
Perbedaan antara peluang keringanan, kewenangan hakim, dan perlindungan korban itulah yang 
diperiksa dalam penelitian ini. Penilaian dibatasi pada akibat perubahan norma, bukan hasil putusan 
pengadilan setelah tahun 2026. 

Penelitian ini mengajukan dua persoalan. Persoalan pertama berkaitan dengan pengaturan 
penghapusan ancaman pidana minimum khusus dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Persoalan 
kedua menyangkut akibat hukumnya terhadap kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pasal I UU 
Penyesuaian Pidana dibaca bersama tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional. 
Perubahan rumusan Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan untuk 
memperlihatkan akibat penghapusan minimum secara konkret. Dari situ dapat dinilai siapa yang 
memiliki kesempatan atau kewenangan baru setelah perubahan, serta bagaimana kepentingan korban 
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tetap diperhitungkan. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur penurunan hukuman atau 
perubahan sikap masyarakat karena kedua hal tersebut memerlukan data penerapan hukum. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa 
ketentuan penghapusan minimum khusus dalam UU Nomor 1 Tahun 2026, aturan pemidanaan dalam 
UU Nomor 1 Tahun 2023, dan perubahan ancaman pidana pada UU Nomor 32 Tahun 2009. Pendekatan 
konseptual digunakan untuk membahas kesebandingan pidana serta kepentingan korban dalam 
penjatuhan hukuman. Penelitian diarahkan pada pengaturan hukum yang berlaku, bukan pada 
pengukuran pelaksanaannya di pengadilan. 

Bahan hukum primer yang digunakan berupa ketiga undang-undang tersebut, termasuk lampiran 
yang memuat perubahan ancaman pidana. Bahan hukum sekunder berasal dari buku hukum pidana dan 
artikel jurnal yang berkaitan dengan pidana minimum khusus, pedoman pemidanaan, dan perlindungan 
korban. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan 
dari sumber resmi dan memilih literatur yang sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian terdahulu 
tentang perkara narkotika dipakai sebagai bahan pembanding mengenai keadaan sebelum perubahan 
undang-undang. 

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penelaahan pendapat 
para ahli. Rumusan ancaman penjara sebelum dan sesudah perubahan dibandingkan untuk mengetahui 
perubahan batas pemidanaan. Hasil perbandingan itu kemudian dihubungkan dengan ketentuan 
mengenai tujuan dan pertimbangan pemidanaan dalam KUHP. Penilaian terhadap pihak yang 
diuntungkan didasarkan pada akibat hukum dari perubahan aturan. Dengan cara tersebut, penelitian 
dapat menjelaskan peluang keringanan bagi terdakwa tanpa menyimpulkan bahwa hakim dalam praktik 
selalu menjatuhkan pidana lebih rendah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Penghapusan Ancaman Pidana Minimum Khusus 

Pasal I ayat (1) UU Penyesuaian Pidana menghapus batas minimum penjara yang sebelumnya 
tercantum dalam undang-undang di luar KUHP sepanjang tidak termasuk pengecualian. Penghapusan 
itu tidak membuat perbuatannya menjadi sah atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Yang 
berubah adalah batas pidana yang dapat dipilih hakim. Ancaman maksimum juga harus diperiksa dalam 
rumusan terbaru karena UU Nomor 1 Tahun 2026 turut menyesuaikan sejumlah ketentuan pidana lain. 
Seorang terdakwa dengan demikian memperoleh kemungkinan dijatuhi pidana di bawah minimum yang 
lama, tetapi masih dapat menerima pidana berat apabila kesalahan dan akibat perbuatannya mendukung 
penjatuhan pidana demikian. Perbedaan tersebut menentukan bagaimana manfaat perubahan undang-
undang dipahami. 

Pasal 98 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan gambaran 
yang cukup jelas. Sebelum UU Penyesuaian Pidana berlaku, tindak pidana yang dengan sengaja 
mengakibatkan terlampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan diancam penjara 
paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Lampiran I UU Nomor 1 Tahun 2026 tidak 
lagi mencantumkan batas tiga tahun, sedangkan ancaman maksimum sepuluh tahun tetap ada. 
Perubahan serupa terlihat pada Pasal 98 ayat (3). Ancaman penjara yang dahulu paling singkat lima 
tahun dan paling lama lima belas tahun berubah menjadi paling lama lima belas tahun tanpa minimum 
khusus. Ketentuan terakhir berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan luka berat atau kematian. 
Hakim kini mempunyai pilihan pidana yang lebih luas, tetapi beratnya akibat perbuatan tetap harus 
diperhatikan. 

Tabel 1 Perubahan Ancaman Penjara Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

Ketentuan Sebelum penyesuaian Setelah UU Nomor 1 Tahun 2026 

Pasal 98 ayat (1) Penjara paling singkat 3 tahun dan 
paling lama 10 tahun 

Penjara paling lama 10 tahun, tanpa 
minimum khusus 
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Pasal 98 ayat (3) Penjara paling singkat 5 tahun dan 
paling lama 15 tahun 

Penjara paling lama 15 tahun, tanpa 
minimum khusus 

Sumber:  Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Lampiran I UU Nomor 1 Tahun 2026. 
Perbandingan pada Tabel 1 memperlihatkan perubahan batas ancaman penjara, bukan perubahan 

hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan. Dalam perkara berdasarkan Pasal 98 ayat (1), hakim dapat 
mempertimbangkan pidana di bawah tiga tahun apabila keadaan perkara dan aturan pemidanaan 
membenarkannya. Hakim juga tetap dapat menjatuhkan pidana mendekati maksimum sepuluh tahun. 
Pilihan itu tidak bisa dilepaskan dari tingkat kesalahan pelaku dan kerugian lingkungan yang terbukti. 
Pasal 98 ayat (3) bahkan mengatur akibat yang dapat berupa kematian, sehingga penghapusan batas 
bawah tidak patut dipahami sebagai penilaian bahwa tindak pidananya menjadi ringan. Perubahan 
hukum memberikan ruang mempertimbangkan keadaan perkara dengan lebih leluasa, tetapi tidak 
menurunkan ancaman maksimum yang telah ditentukan. 

Pasal I ayat (2) tetap mempertahankan minimum khusus bagi tindak pidana berat terhadap hak 
asasi manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Pilihan pembentuk undang-undang tersebut 
memperlihatkan bahwa minimum khusus masih dipandang diperlukan untuk kelompok tindak pidana 
tertentu. Namun, pengelompokan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pembedaan 
kebijakannya. Tindak pidana lingkungan hidup dapat menimbulkan kematian atau kerusakan dalam 
waktu lama, tetapi termasuk jenis ketentuan yang minimum khususnya dihapus melalui penyesuaian. 
Perbedaan itu tidak berarti tindak pidana lingkungan harus dipersamakan dengan korupsi atau 
terorisme. Persoalannya terletak pada cara hakim memastikan bahwa akibat yang berat tetap 
memperoleh penilaian yang layak. Ketika batas minimum tidak lagi digunakan, pertimbangan 
pemidanaan menjadi lebih menentukan. 

Pasal 68 ayat (2) KUHP menentukan bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu pada dasarnya 
paling singkat satu hari, kecuali ada minimum khusus. Setelah batas minimum dalam undang-undang 
tertentu dihapus, ketentuan tersebut memperluas rentang pilihan hakim. Namun, pidana tidak boleh 
ditentukan hanya karena angka yang lebih rendah kini tersedia. Berat ringannya hukuman tetap perlu 
disesuaikan dengan keseriusan perbuatan dan kesalahan pelaku. Kesebandingan antara tindak pidana 
dan hukuman merupakan dasar untuk menilai pilihan tersebut (von Hirsch, 1992). Dalam perkara yang 
mengakibatkan kerusakan lingkungan luas, misalnya, hukuman jauh di bawah batas minimum lama 
membutuhkan alasan yang sesuai dengan fakta. Batas satu hari yang terdapat dalam KUHP bukan 
ukuran yang dengan sendirinya tepat bagi setiap perkara. 

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP mencakup perlindungan masyarakat dan pembinaan 
pelaku. Pasal 52 melarang pemidanaan yang merendahkan martabat manusia. Tujuan-tujuan itu tidak 
selalu mengarah pada pilihan hukuman yang sama, sebab setiap perkara mempunyai tingkat kesalahan 
dan akibat yang berlainan (Tonry, 2006b). Pelaku dengan peran kecil dapat dipertimbangkan secara 
berbeda dari pelaku yang menyebabkan kerugian berat. Namun, keadaan pribadi tidak boleh menutup 
penilaian terhadap perbuatannya sendiri. Hakim perlu menggunakan tujuan pemidanaan bersama 
pedoman dalam KUHP ketika menentukan lama penjara. Tanpa hubungan yang jelas dengan keadaan 
perkara, tujuan pemidanaan hanya akan menjadi alasan umum yang dapat digunakan untuk 
membenarkan pidana berapa pun. 

Pasal 54 ayat (1) KUHP memuat keadaan yang harus dipertimbangkan hakim, termasuk bentuk 
kesalahan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban. Pemaafan korban juga dapat diperhatikan 
apabila benar-benar diberikan. Masalahnya, pasal tersebut tidak menentukan besarnya pengaruh 
masing-masing keadaan terhadap lama pidana. Penilaian yang berbeda antarhakim dapat menimbulkan 
disparitas apabila dasar pertimbangannya tidak dijelaskan (Gulo, 2018). Setelah minimum khusus 
dihapus, keadaan yang meringankan mungkin memperoleh pengaruh lebih besar daripada sebelumnya. 
Pilihan demikian tetap harus disertai alasan, terlebih jika tindak pidana menyebabkan kerugian berat. 
Hakim tidak cukup hanya menyebut bahwa terdakwa menyesal atau bersikap sopan, tanpa 
mengaitkannya dengan tingkat kesalahan dan akibat yang terjadi. 

Penjara dengan durasi lebih rendah tidak sama dengan penggantian pidana penjara menjadi denda 
atau jenis pidana lain. Pasal 70 KUHP memuat keadaan ketika pidana penjara sedapat mungkin tidak 
dijatuhkan, tetapi ayat (2) memberikan pengecualian, antara lain bagi tindak pidana yang diancam 
penjara lima tahun atau lebih. Pasal 71 mengatur persoalan penjatuhan denda secara tersendiri. Pidana 
denda memang mempunyai tempat dalam kebijakan pemidanaan Indonesia, tetapi penerapannya 
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bergantung pada ketentuan yang mengaturnya (Wijayanto, 2015). Karena Pasal 98 ayat (1) UU 
Lingkungan Hidup masih memuat ancaman maksimum sepuluh tahun, hilangnya minimum khusus 
tidak otomatis memungkinkan penggunaan Pasal 70. Manfaat yang lebih langsung bagi terdakwa ialah 
kemungkinan memperoleh lama penjara di bawah batas yang sebelumnya berlaku. 

Keadaan terdakwa yang perkaranya belum selesai juga berbeda dengan keadaan terpidana yang 
putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Pasal 3 KUHP mengatur akibat perubahan peraturan 
pidana setelah perbuatan dilakukan, termasuk ketentuan mengenai perubahan hukum setelah putusan 
menjadi tetap. Aturan itu perlu diperiksa berdasarkan jenis perubahan dan keadaan masing-masing 
perkara. Hilangnya ancaman minimum khusus tanpa perubahan ancaman maksimum tidak dengan 
sendirinya mengurangi semua pidana yang pernah dijatuhkan berdasarkan aturan lama. Karena itu, 
pembaruan ini tidak dapat dipahami sebagai pengurangan hukuman bagi seluruh terpidana. Penelitian 
ini membahas perubahan batas ancaman yang berlaku, sedangkan penyesuaian putusan tertentu 
memerlukan pemeriksaan atas syarat hukum dalam perkara bersangkutan. 

Putusan yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sebelum tahun 2026 harus dibaca 
berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika perkara diperiksa. Salah satu persoalan terdahulu berkaitan 
dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku korupsi yang membantu mengungkap tindak pidana 
(Widhyastuti & Ismunarno, 2018). Korupsi justru termasuk kelompok yang dikecualikan dari 
penghapusan minimum khusus dalam UU Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, perdebatan lama 
tentang alasan meringankan masih berguna sebagai bahan pembanding, tetapi tidak menggambarkan 
penerapan aturan yang baru. Perbedaan waktu berlakunya hukum juga perlu dijelaskan agar putusan 
sebelum tahun 2026 tidak dipakai untuk mendukung klaim mengenai dampak perubahan yang belum 
diteliti. 

Kesalahan pelaku tetap menjadi dasar penjatuhan pidana, sedangkan keadaan pribadinya 
membantu menentukan hukuman yang sesuai. Penilaian terhadap pidana wajib dapat berubah ketika 
orang memperoleh keterangan lebih lengkap mengenai perbuatan dan keadaan pelaku. Temuan tersebut 
berasal dari penelitian di Australia sehingga tidak mewakili pandangan masyarakat Indonesia (Warner 
et al., 2018). Namun, persoalan yang diangkat relevan bagi penggunaan Pasal 54 KUHP. Penyesalan 
terdakwa perlu dinilai bersama unsur kesengajaan dan beratnya akibat tindak pidana. Dalam perkara 
yang sama-sama memenuhi unsur delik, perbedaan peran pelaku dapat menjadi alasan membedakan 
lama pidana. Penghapusan minimum khusus tidak berarti seluruh keadaan yang meringankan harus 
berakhir pada hukuman yang rendah. 

Penghapusan minimum khusus tidak mengubah penilaian undang-undang bahwa perbuatan 
dalam Pasal 98 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana. 
Ancaman maksimum penjaranya tetap berat. Namun, hakim kini dapat membedakan lamanya pidana 
berdasarkan kesalahan pelaku dan akibat yang terbukti tanpa terikat minimum tiga atau lima tahun 
sebagaimana aturan lama. Perubahan ini dapat membantu perkara yang memiliki keadaan meringankan 
kuat. Sebaliknya, perkara yang mengakibatkan kematian tetap menuntut pertimbangan yang sebanding 
dengan akibatnya. Pasal I UU Penyesuaian Pidana karena itu perlu diterapkan bersama Pasal 54 KUHP. 
Tanpa penjelasan yang cukup dalam putusan, perbedaan lamanya pidana akan lebih sulit dinilai 
kewajarannya. 
B. Distribusi Keringanan Pidana dan Keseimbangan Kepentingan 

Terdakwa adalah pihak yang memperoleh peluang keringanan pidana secara langsung setelah 
minimum khusus dihapus. Sebelumnya, hakim terikat pada batas terendah yang ditentukan undang-
undang. Kini keadaan yang meringankan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan penjara di bawah 
batas tersebut jika ketentuan lain membenarkannya. Hakim sendiri tidak menerima keringanan, 
melainkan memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk menentukan lama pidana. Kewenangan itu 
sekaligus menambah tanggung jawab untuk menjelaskan putusannya. Bagi korban, perubahan ini tidak 
menghapus kewajiban pengadilan mempertimbangkan akibat tindak pidana. Kedudukan masing-
masing pihak perlu dibedakan agar pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan tidak berhenti pada 
kesimpulan umum bahwa semua orang memperoleh manfaat dari pembaruan hukum. 

Berat pidana semestinya berhubungan dengan keseriusan tindak pidana, bukan hanya dengan 
batas angka yang tersedia dalam undang-undang (von Hirsch & Ashworth, 2005). Persoalan itu muncul 
ketika dua pelaku memenuhi unsur delik yang sama, tetapi memiliki tingkat kesalahan atau 
menimbulkan akibat yang berbeda. Batas minimum khusus dapat menghambat penilaian terhadap 
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perbedaan tersebut apabila keadaan yang meringankan sangat kuat. Setelah batas itu dihapus, hakim 
mempunyai kesempatan menentukan pidana yang lebih sesuai dengan keadaan perkara. Kendati 
demikian, kesebandingan tidak selalu menuntut keringanan. Dalam pencemaran yang menimbulkan 
kerusakan lingkungan luas, hukuman rendah memerlukan alasan yang kuat. Penyesalan terdakwa saja 
belum cukup menjelaskan mengapa kerugian besar patut dibalas dengan pidana ringan. 

Keadaan ekonomi terdakwa yang disebut dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP perlu dinilai dengan 
hati-hati. Orang yang mampu membayar ganti rugi mungkin terlihat lebih bertanggung jawab daripada 
terdakwa yang tidak mempunyai kemampuan serupa. Padahal, pembayaran tidak selalu berarti bahwa 
kesalahannya lebih ringan. Keadaan pribadi memang dapat dipertimbangkan untuk menentukan pidana 
yang sebanding, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian terhadap keseriusan perbuatan (Lovegrove, 
2010). Dalam perkara lingkungan hidup, penggantian kerugian dapat membantu korban tanpa 
sepenuhnya memulihkan lingkungan yang rusak. Hakim perlu melihat kesungguhan tindakan 
perbaikan, bukan hanya besarnya uang yang dibayarkan. Apabila dua hal itu disamakan, pelaku yang 
lebih mampu secara ekonomi berpotensi memperoleh keringanan yang tidak dapat dicapai pelaku lain 
dengan tingkat kesalahan serupa. 

Pasal 54 ayat (1) huruf i KUHP mewajibkan hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana 
terhadap korban atau keluarganya. Pemaafan korban juga disebut dalam huruf j. Ketentuan tersebut 
tetap berlaku meskipun minimum khusus dalam undang-undang tertentu telah dihapus. Kerugian 
lingkungan hidup tidak selalu selesai melalui pembayaran ganti rugi karena dampaknya dapat 
berlangsung lama. Hak korban untuk diperhatikan perlu dibedakan dari kewenangan menentukan 
hukuman, yang tetap berada pada pengadilan (Doak et al., 2009). Korban berhak agar akibat yang 
dialaminya dipertimbangkan, tetapi besarnya pidana harus ditentukan berdasarkan hukum dan fakta 
yang terbukti. Karena itu, hukuman rendah dalam perkara dengan kerugian berat memerlukan 
penjelasan yang sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan korban. 

Keterlibatan korban dalam proses pidana tidak selalu bertujuan meminta hukuman yang lebih 
berat. Penelitian mengenai partisipasi korban menggunakan ukuran keberhasilan yang berbeda-beda, 
mulai dari kesempatan menyampaikan pengalaman hingga pengaruhnya terhadap keputusan akhir 
(Holder & Englezos, 2024). Pengaruh pernyataan korban terhadap putusan juga tidak seragam dalam 
penelitian yang telah ditelaah (Kunst et al., 2021). Beberapa kajian lain menemukan hubungan yang 
perlu dibaca sesuai keadaan perkara dan sistem peradilan masing-masing (Dufour et al., 2023). Hasil 
pengujian dalam lingkungan peradilan perkotaan pun tidak dapat begitu saja digeneralisasi ke Indonesia 
(Davis & Smith, 1994). Karena itu, kepentingan korban tidak cukup dinilai dari berat pidana. Dalam 
KUHP, akibat tindak pidana terhadap korban wajib menjadi pertimbangan hakim ketika menentukan 
hukuman. 

Perlindungan masyarakat tidak identik dengan menjatuhkan pidana setinggi mungkin. 
Kepentingan masyarakat juga mencakup hukuman yang sebanding dengan kesalahan pelaku dan akibat 
perbuatannya (von Hirsch, 1983). Anggapan bahwa pidana wajib yang berat selalu menghasilkan 
kebijakan lebih baik pun telah mendapat kritik dalam pembahasan kebijakan pemidanaan (Tonry, 
2006a). Dalam hukum Indonesia, pencabutan minimum khusus memberi kesempatan kepada hakim 
untuk menilai keadaan perkara secara lebih leluasa. Kesempatan tersebut tidak boleh diartikan bahwa 
beratnya akibat dapat dikesampingkan. Jika tindak pidana menyebabkan kerugian besar, hukuman 
rendah harus didukung pertimbangan yang dapat diperiksa. Masyarakat berkepentingan mengetahui 
mengapa pengadilan mengambil pilihan tersebut, terutama ketika ancaman pidana sebelumnya 
menetapkan batas yang jauh lebih tinggi. 

Disparitas tidak selalu berarti putusan yang tidak adil. Dua perkara dengan jenis tindak pidana 
sama mungkin mempunyai tingkat kesalahan dan akibat berbeda, sehingga hukuman yang dijatuhkan 
pun tidak harus sama. Masalah muncul ketika perbedaan itu tidak dapat dijelaskan dari pertimbangan 
hakim. Penelitian mengenai pemidanaan berpedomankan aturan menunjukkan bahwa perbedaan 
penilaian masih dapat terjadi (Kautt, 2009). Variasi putusan juga ditemukan dalam penelitian lain 
terhadap sistem pemidanaan Amerika Serikat (Cassidy & Rydberg, 2020). Temuan tersebut tidak 
membuktikan keadaan pengadilan Indonesia setelah perubahan tahun 2026. Namun, alasan putusan 
tetap perlu disusun secara cukup jelas agar dapat diketahui mengapa suatu keadaan meringankan diberi 
pengaruh lebih besar daripada keadaan lain. 

Pasal 54 KUHP menyebut keadaan yang perlu diperhatikan hakim, tetapi tidak menentukan bobot 
yang sama bagi setiap keadaan. Perbedaan pilihan sanksi dapat berkaitan dengan perbedaan hasil 
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pemidanaan (Painter-Davis & Ulmer, 2020). Informasi mengenai keadaan terdakwa juga dapat 
memengaruhi cara pidana ditentukan (Monaghan & Konefal, 2023). Kedua penelitian berasal dari luar 
Indonesia dan tidak dapat langsung dipakai untuk menyatakan adanya ketimpangan serupa di sini. 
Dalam penelitian normatif, persoalan yang dapat diuji ialah apakah pertimbangan hakim mempunyai 
hubungan yang jelas dengan fakta perkara. Riwayat hidup pelaku, misalnya, tetap perlu dibaca bersama 
kesalahan dan akibat perbuatannya. Jika keadaan pribadi terlalu menentukan, beratnya tindak pidana 
berisiko tidak mendapatkan penilaian yang sepadan. 

Pedoman pemidanaan tidak harus membuat hakim menjatuhkan angka hukuman yang sama pada 
setiap perkara. Konsistensi dapat dijaga tanpa meniadakan penilaian terhadap keadaan masing-masing 
pelaku (Cheng & Chan, 2026). Bahkan, penambahan unsur pemidanaan pun masih dapat berhubungan 
dengan perbedaan hasil (Strange et al., 2022). Di Indonesia, Pasal 54 KUHP sebenarnya sudah 
menyebut keadaan yang harus dipertimbangkan. Persoalannya bukan kekurangan daftar alasan 
meringankan, melainkan bagaimana alasan tersebut dihubungkan dengan lamanya pidana yang dipilih. 
Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, keadaan meringankan tidak dapat dipisahkan dari akibat 
yang ditanggung korban. Sikap sopan selama persidangan, tanpa pertimbangan lain yang lebih kuat, 
belum cukup menjelaskan mengapa pidana dijatuhkan jauh lebih rendah. 

Alasan putusan yang terbuka memudahkan masyarakat memahami dasar penentuan pidana. 
Penelitian mengenai publikasi putusan secara luas di Tiongkok mencatat perubahan dalam perilaku 
pemidanaan, tetapi hasilnya tidak dapat langsung dianggap berlaku di Indonesia (Peng, 2025). 
Keterbukaan saja juga belum menjamin pertimbangan yang baik. Hakim yang menjatuhkan pidana 
rendah tetap perlu menjelaskan hubungan keadaan meringankan dengan kesalahan pelaku. Bila 
kerugian korban besar, akibat perbuatan harus dibahas secara memadai. Putusan yang hanya menyebut 
penyesalan terdakwa tanpa menjelaskan beratnya akibat masih menyisakan persoalan kesebandingan. 
Oleh sebab itu, pelaksanaan Pasal 54 KUHP tidak cukup dengan menyalin keadaan yang tercantum di 
dalamnya. Pertimbangan harus menjelaskan mengapa keadaan tertentu berpengaruh pada lama pidana. 

Tindakan untuk memulihkan kerugian dapat diperhatikan dalam pemidanaan, tetapi pemulihan 
tidak sama dengan hukuman. Keadilan restoratif juga tidak harus dipertentangkan dengan 
penghukuman, sebab keduanya dapat menjalankan fungsi yang berbeda (Daly, 2002). Pelaksanaannya 
tetap memerlukan ukuran yang jelas agar pemulihan tidak berhenti pada pernyataan niat baik 
(Braithwaite, 2002). Dalam perkara lingkungan hidup, tindakan memperbaiki kerusakan mungkin 
mengurangi akibat perbuatan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus kesalahan pelaku. Pidana 
penjara yang berat pun belum tentu memulihkan lingkungan. Hakim karena itu harus memeriksa 
tindakan nyata yang telah dilakukan, bukan langsung menganggap pembayaran atau permintaan maaf 
sebagai dasar menjatuhkan hukuman rendah. Keseriusan perbuatan tetap perlu diperhitungkan. 

Pemaafan korban dapat diperhatikan menurut Pasal 54 KUHP, tetapi bukan syarat yang harus 
ada sebelum terdakwa mendapat keringanan. Permintaan maaf juga sebaiknya tidak langsung 
disamakan dengan pertanggungjawaban. Upaya pemulihan menuntut pengakuan atas perbuatan dan 
kesediaan menanggung akibatnya (Braithwaite, 2000). Dalam perkara konkret, hakim perlu melihat 
tindakan yang dilakukan pelaku setelah tindak pidana terjadi, bukan hanya ucapan penyesalannya. 
Pemaafan dari seorang korban juga belum tentu mewakili semua orang yang terdampak, terutama ketika 
perbuatan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, akibat yang terbukti tetap harus diperhitungkan 
dalam penentuan pidana meskipun ada pihak yang telah memaafkan terdakwa. 

Persamaan di hadapan hukum tidak berarti setiap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sama. 
Kesetaraan perlu dibaca bersama tuntutan keadilan dan kepastian hukum yang dalam penerapannya 
dapat saling menimbulkan persoalan (Binawan, 2022). Pelaku dengan kesalahan berbeda tentu dapat 
memperoleh pidana berbeda, tetapi alasan pembedaan itu harus dapat diperiksa. Pasal 53 dan Pasal 54 
KUHP memberi dasar bagi hakim untuk menilai keadaan perkara. Setelah minimum khusus dihapus, 
pengadilan mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menerangkan mengapa keadaan tertentu 
diberi bobot lebih besar. Pernyataan bahwa putusan sudah memenuhi rasa keadilan belum cukup apabila 
tidak disertai penjelasan tentang perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. 

Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP memberi dasar untuk menilai lamanya pidana setelah 
minimum khusus dihapus. Kesalahan pelaku perlu dipertimbangkan bersama akibat tindak pidana, 
terutama bila perbuatan menimbulkan kerugian berat. Perbedaan pidana pada perkara yang sebanding 
masih dapat dibenarkan, tetapi alasan pembedaan harus terlihat dalam putusan. Kesebandingan pidana 
dan konsistensi tidak menuntut setiap terdakwa menerima hukuman yang sama (von Hirsch, 1992). 
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Penilaian individual tetap diperlukan sepanjang tidak menghilangkan dasar pembandingan antarputusan 
(Cheng & Chan, 2026). Ketentuan yang diperlukan pada dasarnya sudah tersedia dalam KUHP. 
Masalah utamanya adalah bagaimana hakim menggunakan pedoman tersebut untuk menjelaskan 
hukuman yang dipilih dalam perkara tertentu. 

Penelitian ini tidak memeriksa putusan pengadilan yang dijatuhkan setelah UU Penyesuaian 
Pidana berlaku. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa pidana setelah tahun 2026 
sudah menjadi lebih ringan atau bahwa disparitas meningkat. Hasil penelitian terbatas pada perubahan 
kewenangan hakim dan kesempatan hukum yang tersedia bagi terdakwa. Penelitian lanjutan dapat 
menelaah putusan dengan jenis delik yang sama untuk mengetahui apakah hakim menggunakan alasan 
yang lebih jelas setelah minimum khusus dihapus. Perbandingan semacam itu perlu memperhatikan 
tingkat kesalahan dan akibat perbuatan agar perbedaan lamanya pidana tidak keliru dinilai sebagai 
ketidakadilan. 

Manfaat paling langsung dari penghapusan minimum khusus berada pada kedudukan terdakwa 
yang kini mempunyai peluang dijatuhi pidana di bawah batas lama. Hakim memperoleh kewenangan 
lebih luas untuk memilih hukuman, tetapi kewenangan itu bukan keuntungan pribadi. Korban tetap 
memiliki kepentingan yang harus diperhatikan melalui pertimbangan mengenai akibat tindak pidana. 
Bagi masyarakat, perubahan akan lebih mudah diterima apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai 
alasan yang jelas dan sebanding dengan berat perbuatan. Dengan demikian, persoalan utama setelah 
penghapusan minimum bukan sekadar tersedia atau tidaknya hukuman lebih ringan. Persoalannya 
adalah bagaimana hakim menggunakan pilihan yang bertambah tanpa mengabaikan kesalahan pelaku 
dan kerugian korban. Pasal 54 KUHP menjadi dasar penilaian, sementara kecukupan penerapannya 
dalam putusan masih perlu diteliti lebih lanjut. 
 
KESIMPULAN 

Pasal I UU Nomor 1 Tahun 2026 menghapus ancaman minimum khusus dalam undang-undang 
di luar KUHP, kecuali untuk empat kelompok tindak pidana yang ditentukan. Perubahan tersebut tidak 
menghapus tindak pidananya dan tidak selalu menurunkan ancaman maksimum. Perbandingan Pasal 
98 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebelum dan setelah penyesuaian memperlihatkan hilangnya batas 
minimum penjara dengan tetap dipertahankannya maksimum sepuluh atau lima belas tahun. Hakim kini 
mempunyai keleluasaan lebih besar untuk menentukan lama pidana sesuai keadaan perkara. Namun, 
penjatuhan pidana tetap harus mengikuti aturan yang berlaku serta pedoman pemidanaan dalam KUHP. 

Penghapusan minimum khusus terutama memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk 
memperoleh pidana di bawah batas yang dahulu berlaku. Kesempatan itu bukan jaminan keringanan 
karena hakim masih wajib menilai kesalahan dan akibat tindak pidana. Korban tidak kehilangan 
kedudukannya dalam pemidanaan, sebab Pasal 54 KUHP tetap mengharuskan pengaruh perbuatan 
terhadap korban menjadi bahan pertimbangan. Agar perubahan hukum tidak menimbulkan perbedaan 
putusan yang sulit dijelaskan, hakim perlu menguraikan alasan pemilihan lamanya pidana dengan 
menghubungkannya pada fakta perkara. Penelitian ini menyimpulkan akibat perubahan norma, bukan 
hasil penerapannya di pengadilan. 
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